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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

I.1.  Latar Belakang  

Zakat adalah Rukun Islam ketiga, setelah Syahadat dan Sholat. Membayar 
zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki harta sampai ada 
nishab-nya. Menurut Bahasa: Tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Menurut 
Istilah Fiqh: Menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada 
orang-orang yang berhak menerimanya. 

Satu-satunya petugas ibadah yang disebut dalam Al-Quran (QS Attaubah: 60). 
Tugas amil zakat merupakan suatu bentuk ibadah bahkan jihad fi sabilillah. Rasulullah 
SAW menyatakan: “Amal Shadaqah (zakat) yang bekerja dengan landasan Al Haq 
ibarat prajurit fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya” (H.R. Abu Daud, 
Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim). Amil Zakat ialah mereka yang 
melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses 
penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta 
tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut. 

Republik Indonesia bersama 189 negara di dunia  menandatangani deklarasi 
millennium dalam wadah Millennium Development Goals (MDGs).  Deklarasi itu 
mengandung delapan poin yang harus dicapai sebelum 2015, yaitu meliputi 
penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit 
lainnya, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan reproduksi, 
pelestarian lingkungan hidup dan kerja sama global untuk pembangunan. Sebagai 
salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan global tersebut, Indonesia harus secara 
serius melakukan berbagai upaya agar delapan sasaran tersebut dapat dicapai.  

Poin pertama dalam delapan poin tersebut adalah masalah pengentasan 
kemiskinan. Zakat, infak dan shodaqoh merupakan instrumen ekonomi Islam yang 
menarik untuk dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai instrument 
pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal 
konvensional yang kini telah ada.   

Namun demikian dalam pengelolaannya zakat harus dapat dipertanggung 
jawabakan baik secar duniawi maupun ukhrowi. Dalam perspektif pembangunan zakat 
merupakan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan 
program yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam 
pengentasan kemiskinan serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya yang 
bercirikan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental atau dengan kata lain 
berupaya secara bertahap membimbing masyarakat kepada kondisi yang berkeadilan 
sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Allah SWT.  

Wawan Nawawi Ketua Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota mengatakan 
bahwa BAZDA merupakan penyalur zakat yang resmi, memerlukan kepercayaan 
publik. Masih banyak para agnia yang belum percaya menitipkan zakatnya ke Bazda, 
namun mereka langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. 
Cara seperti itu tidak salah, tetapi fungsi Bazda yang tugasnya memberikan 
kemudahan dalam berzakat kurang optimal jika masyarakat tidak memberikan 
kepercayaannya kepada Bazda. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah: ” Pemodelan 
Tata Kelola Badan Amil Zakat Daerah yang baik (terpercaya) di kota 
Tasikmalaya” 
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1.2.  Rumusan masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah rencana 
penelitian ini  dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana model yang baik (terpercaya) dalam pengelolaan BAZDA di Kota 
Tasikmalaya 

2. Bagaimana dampak model tata kelola BAZDA yang baik (terpercaya) terhadap 
keputusan muzaki menunaikan zakat pada BAZDA kota Tasikmalaya. 

 

 
 

BAB II 
TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 
Peran Bazda dalam pengentasan kemisikinan salah satunya adalah dengan 

pemberdayaan Bazda sebagai wadah fasilitator untuk menyalurkan kekayaannya kepada 
mustahik. Berbagai penelitian yang telah dilakukan adalah:  

1. Abu Baker dan Chaider (2009) adalah pandangan kaum muslim terhadap 
transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat sebagai berikut : kepercayaan para 
donor terhadap organisasi keagamaan yang menyalurkan dana dengan 
transparan, penolakan terhadap pencarian dana di jalan-jalan raya karena 
akuntabilitas yang rendah, keinginan untuk mengaudit organisasi filantropi dan 
mengu mumkan hasilnya. 62% responden enggan memberikan filantropinya 
melalui organisasi yang belum mereka kenal dengan baik karena alasan 
tanggung jawab (akuntabilitas). 

2. Kuatnya rasa tidak percaya pada aktifitas derma jalanan (street fundraising) 
sejatinya sejalan dengan pernyataan keinginan masyarakat (63%) untuk 
mengetahui apakah shodaqoh mereka benar-benar sampai ketangan orang yang 
berhak menerima. Dengan kata lain mereka mendambakan organisasi filantropi 
yang akuntabel. Ini juga tercermin dalam keinginan mereka terhadap adanya 
audit tahunan  atas keadaan keuangan organisasi filantropi (90%),  penyampaian 
laporan kepada masyarakat (92 %). Sejumlah besar muzakki (88 %) memandang 
perlunya pertannggung jawaban dana yang terkumpul secara transparan. 

3. Terdapat 10 hak yang melekat pada penyumbang berdasar pada a Donor Hill of 
Right yang dicetuskan para fundraiser dan pakar filatropi internasional. 
Diantaranya yang utama ádalah berhak mengetahui profil dan misi organisasi 
yang disokongnya. Selain itu  mereka juga berhak mengetahui kredibilitas dan 
juga menerima laporan keuangan organisasi secara transparan dan memperoleh 
garansi bahwa donasi mereka dikelola dengan benar (accountable). 

4. Manfaat dari suatu institusi filantropi yang dirasakan oleh penerima yang berhak 
atas dana filantropi membuat para pendonor puas dan merasa apa yang 
diinginkannya telah sampai pada tujuan. Naser and Moutinho (1997) 
menghasilkan penelitian bahwa karya organisasi yang dapat diterima masyarakat 
merupakan karya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. 
Semakin baik pemenuhan kebutuhan masyarakat maka akan semakin baik 
dampak pada organisasi dan stakeholders dalam pengambilan keputusan. 

5. Levesque and McDougall (1998) menunjukkan bahwa kemampuan organisasi 
dalam memberikan manfaat sosial pada masyarakat maka akan dapat diterima 
dimana organisasi itu berada dan masyarakat luas dapat memberikan dukungan 
positif terhadap kelancaran organisasi. 

6. Penelitian ini menjadi unik karena dari berbagai literatur yang penulis 
identifikasi belum banyak penelitian yang dilakukan apalagi mengenai 
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pengelolaan Badan Amil Zakat yang profesianal dan terpercaya. Potensi zakat, 
infak dan shodaqoh di Indonesia sangat besar, untuk mengentaskan kemiskinan 
Jumlah penduduk miskin ditanah air yang pada tahun 2010 masih 31,2 juta jiwa 
(BPS,2010). Bahkan bila menggunakan standar bank dunia kemiskinan di 
Indonesia mencapai 49% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 100 juta 
lebih. Sedangkan  potensi zakat sendiri menurut  Nasution (2010) mengestimasi 
potensi zakat di Indonesia dan perbandingannya dengan PAD (Pendapatan Asli 
Daerah), dengan asumsi bahwa zakat diterapkan secara luas dengan tarif 5% 
untuk produk pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis 
secara umum, maka akan didapatkan potensi zakat sebesar Rp 79,24 triliun di 
tahun 2009 dan Rp 82,57 triliun di tahun 2010. Angka ini sekitar 12 kali lebih 
besar dari PAD seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Jika kita terapkan asumsi 
minimal, dimana cakupan zakat hanya mencapai 10 persen saja, kita tetap akan 
mendapatkan potensi zakat 1,25 kali lebih besar dari PAD seluruh 
Kabupaten/Kota.  

7. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki untuk 
menunaikan zakatnya kepada BAZDA Tasikmalaya belum baik sehingga 
dibutuhkan penelitian tentang bagaimana model tata kelola BAZDA yang 
terpercaya. Unsur penting dalam hal ini adalah faktor apa saja dalam 
pengelolaan Badan Amil Zakat Daerah yang mempengaruhi keputusan muzaki 
menunaikan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Dengan demikian 
diharapkan dana zakat yang potensinya sangat besar dapat terkumpul  dan dapat 
bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan.  
Teori keagenan (agency theory) : Dalam teori ini dijelaskan bahwa secara ideal,  

agen Badan Amil Zakat  dapat dipercaya antuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya dalam memaksimumkan kemakmuran. Namun kenyataannya, karena 
adanya informasi asimetri dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak 
dibanding pemilik, maka agen dapat menggunakan kekuatan yang mereka miliki 
untuk mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan pemilik 
(Jensen,1986). 

Dalam perjalanan waktu, masalah keagenan semakin kompleks, dimana masalah 
keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dengan pemilik, tetapi juga antara 
pemegang saham dengan kreditur. Antara pemegang saham dengan stakeholders 
seperti : pemasok, karyawan dan stakeholders yang lain (Shleifer dan Vishny, 1997; 
Zhuang, et.al 2000; Ariyoto, 2000). Adanya konflik keagenan yang semakin 
komplek ini kemudian diperlukan good corporate governace, agar kepentingan 
berbagai pihak yang terlibat dengan Badan tidak dirugikan. 

Menurut Solomon and Solomon (2004) terdapat dua sudut pandang corporate 
governance, yaitu corporate governance dalam sudut pandang sempit dan luas. 
Corporate governance berdasarkan sudut pandang sempit adalah sebagai hubungan 
antara perusahaan (pengelola)  dengan pemegang saham (pemilik) . Corporate 
governance menurut sudut pandang luas adalah hubungan antara perusahaan (satu 
unit ekonomi) dengan  pemegang saham, juga antara pengelola dengan stakeholders 
lain, seperti : Karyawan, pelanggan, pemasok dan sebagainya. Berdasarkan uraian 
ini, Solomon and Solomon (2004) mendefinisi corporate governance sebagai suatu 
check and balance, baik internal maupun eksternal yang menjamin, bahwa 
perusahaan menjalankan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder dan tanggung 
jawab secara sosial terhadap semua aktifitas perusahaan. 

Dalam positivist agency theory lebih menfokuskan pada identifikasi situasi 
ketika agen dan principal mempunyai tujuan yang berbeda dan kemudian 
menjelaskan mekanisme governance yang dapat membatasi self interest dari agen. 
Aliran ini membahas tentang hubungan keagenan antara pemegang saham dan 
manajer. Teori ini dikembangkan oleh Jensen and Meckling (1986), Solusi untuk 
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mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham adalah 
kepemilikan ekuitas (Jensen and Meckling, 1986). 

  
 

2.2 Penelitian Sebelumnya : 
Berdasarkan hasil penelitian Abu Baker dan Chaider (2006) pandangan kaum 

muslim  terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat sebagai berikut: 
kepercayaan para donor terhadap organisasi keagamaan yang menyalurkan dana 
dengan transparan, penolakan terhadap pencarian dana di jalan-jalan raya karena 
akuntabilitas yang rendah, keinginan untuk mengaudit organisasi filantropi dan 
mengumumkan hasilnya.  62 % responden enggan memberikan filantropinya melalui 
organisasi yang belum mereka kenal dengan baik karena alasan tanggung jawab 
(akuntabilitas). 

Kuatnya rasa tidak percaya pada aktifitas derma jalanan (street fundraising) 
sejatinya sejalan dengan pernyataan keinginan masyarakat (63 %) untuk mengetahui 
apakah shodaqoh mereka benar-benar sampai ke tangan orang yang berhak 
menerima. Dengan kata lain mereka mendambakan organisasi filantropi yang 
akuntabel. Ini juga tercermin dalam keinginan mereka terhadap adanya audit tahunan 
atas keadaan keuangan organisasi filantropi (90%),  penyampaian laporan kepada 
masyarakat (92 %). Sejumlah besar muzakki (88%) memandang perlunya 
pertannggung jawaban dana yang terkumpul secara transparan. 

Terdapat 10 hak yang melekat pada penyumbang berdasar pada a Donor Hill of 
Right yang dicetuskan para fundraiser dan pakar filatropi internasional. Diantaranya 
yang utama ádalah berhak mengetahui profil dan misi organisasi yang disokongnya. 
Selain itu  mereka juga berhak mengetahui kredibilitas dan juga menerima laporan 
keuangan organisasi secara transparan dan memperoleh garansi bahwa donasi 
mereka dikelola dengan benar (accountable). 

Manfaat dari suatu institusi filantropi yang dirasakan oleh penerima yang berhak 
atas dana filantropi membuat para pendonor puas dan merasa apa yang 
diinginkannya telah sampai pada tujuan. Naser and Moutinho (1997) menghasilkan 
penelitian bahwa karya organisasi yang dapat diterima masyarakat merupakan karya 
yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin baik 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maka akan semakin baik dampak pada organisasi 
dan stakeholders dalam pengambilan keputusan. 

Levesque and McDougall (1998) menunjukkan bahwa kemampuan organisasi 
dalam memberikan manfaat sosial pada masyarakat maka akan dapat diterima 
dimana organisasi itu berada dan masyarakat luas dapat memberikan dukungan 
positif terhadap kelancaran organisasi. 

2.3.  Prinsip Komitmen dan indikatornya 
Hasil riset Mowday, Porter and Steers (1982) dalam Gibson (1995) menunjukkan 
bahwa tidak adanya komitmen dapat mengurangi keefektifan organisasi. Karyawan 
yang memiliki komitmen pada organisasi  yang rendah  dapat menimbulkan 
absensi dan produktifitas yang rendah pula. Indikator komitmen terhadap 
organisasi diantaranya  rasa memiliki, ikatan emosional, tetap di organisasi dan 
pengorbanan pribadi. 

2.4.  Prinsip Kapabilitas dan indikatornya 
Studi Hart Stuart (1994) menyimpulkan bahwa organisasi dengan kapabilitas yang 
tinggi dapat meningkatkan kemampuan lebih jika dibandingkan dengan organisasi 
dengan kapabilitas rendah. Sedangkan Barney (1995) mengatakan bahwa 
efektifitas organisasi sangat tergantung dari bagaimana kemampuan organisasi 
mengembangkan kapabilitas. Indikator yang direkomendasikan adalah 
Pengetahuan dan pendidikan pengelola orginisasi, Keahlian serta pengalaman 
pengelola organisasi. 
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2.5. Prinsip Inovási dan indikatornya  

Inovási merupakan bentuk pengembangan produk atau jasa yang lebih baik dari 
sebelumnya. Inovási yang baik ádalah penciptaan model baru dimana pesaing tidak 
memiliki produk atau jasa organisasi. Chan Kim (2006) menyatakan bahwa inovasi 
organisasi  berpengaruh terhadap efektifitas orginisasi dan tingkat pengaruhnya 
Sangat tinggi. Indikator Inovasi diantaranya Adanya kreatifitas orgnisasi, aplikasi 
tehnologi terbaru dan minat pengembangan organisasi yang tinggi. 

 
2.6.  Prinsip Transparansi dan indikatornya 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil 
yang dicapai. 

Prinsip transparasi yang paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator 
seperti : 
1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 

proses pelayanan publik 
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan 

dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. 
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani 
keterbukaan pengelola atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya 
akan membuat pengelola menjadi bertanggungjawab kepada semua 
stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam 
sektor publik. 

 
2.7   Prinsip Akuntabilitas dan indikatornya 

Peters (2000) menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : 1. 
akuntabilitas keuangan, 2. akuntabilitas administratif, dan 3. akuntabilitas 
kebijakan publik. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para 
stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, 
berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : 
1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk 

menjamin akuntabilitas  adalah : 
a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi 

setiap warga yang membutuhkan; 
b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 
maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders; 

c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai 
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; 

d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan 
konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak 
terpenuhi;  

e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan 
maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.  

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas  
adalah : 
a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, 

media nirmassa, maupun media komunikasi personal. 
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b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 
mencapai sasaran suatu program 

c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan 
mekanisme pengaduan masyarakat. 

d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah 
dicapai oleh pemerintah. 

 
 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan memfokuskan 
pada identifikasi yang mendalam tentang transparansi informasi Badan Amil Zakat, 
Komitmen, Kapabilitas, Inovasi dan Transparansi Badan Amil Zakat serta dampaknya 
terhadap keputusan muzaki menunaikan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZNAS) di kota   Tasikmalaya.  

 Adapun metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah penggabungan 
antara studi literatur, observasi responden, metode wawancara dengan muzaki Badan 
Amil Zakat Daerah  Tasikmalaya. Keseluruhan metode tersebut akan dibantu dengan 
Partial Least Square (PLS) untuk mempermudah dalam menganalisis data.  

 

4.2. Kerangka Model Penelitian 

Berdasarkan telaah dan kajian atas berbagai referensi teoritik dan empirik dapat 
dirumuskan kerangka konseptual yang menjadi acuan awal dalam riset empiris ini, 
seperti tampak dalam gambar 3.1 .  
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Keterangan : 
 

  =  Variabel Laten            =   Pengaruh 
                          
     =  Indikator                   =   Pengukur  

 

Gambar  3.1: KERANGKA KONSEPTUAL 
 

Adapun susunan atau keterangan variabel dan indikator  dijelaskan 
pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 
VARIABEL LATEN DAN INDIKATOR 

N
0 

Variabel Laten Indikator 

1. Komitmen 
BAZNAS 

a. Rasa memiliki 
b. Pengorbanan pribadi 
c. Ikatan emosional 

2
. 

Kapabilitas 
BAZNAS 

a. Pengetahuan 
b. Keahlian 
c. Pengalaman 

3 Inovasi 
BAZNAS 

a. Minat Pengembangan 
b. Aplikasi tehnologi 
c. Kreatifitas baru 

4 Transparansi 
informasi 
BAZNAS 

a. Mekanisme sistem keterbukaan dan standar 
dari semua proses pelayanan BAZNAS 

b. Mekanisme yang menfasilitasi pertanyaan-
pertanyaan publik 

c. Mekanisme pelaporan dan penyebaran 
informasi maupun penyimpangan organisasi 
BAZNAS 

5 Keputusan 
muzaki 
menunaikan 
Zakat 

a. Kesesuaian dengan harapan muzaki BAZNAS   
b. Senang atas pengelolaan BAZNAS 
c. Yakin atas keputusan muzaki menunaikan 

zakat kepada BAZNAS adalah benar  
 

Berdasarkan gambar tersebut maka hipotesis penelitian ini dapat dipaparkan sebagai 
berikut : 
H1: Komitmen BAZNAS berpengaruh terhadap keputusan muzaki BAZNAS menunaikan   

Zakat  
H2 : Kapabilitas BAZNAS berpengaruh terhadap Keputusan muzaki menunaikan zakat   
H3 : Inovasi BAZNAS berpengaruh terhadap keputusan  muzaki dalam menunaikan zakat   
H4 : Transparansi informasi BAZNAS berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam 

menunaikan Zakat 
4.3.  Populasi  

Populasi yaitu jumlah dari keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga 
(Coper, 1995). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Muzaki yang terdaftar 
pada Badan Amil Zakat di kota Tasikmalaya. Adapun anggota populasi terdiri 80 
muzakki yang tersebar dari mulai pegawai negeri sipil, swasta, perusahaan dan OPD 
yang ada di Kota Tasikmalaya. 
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4.4. Metode Analisis 
Analisis yang digunakan dalam penelitian pengaruh Komitmen, kapabil;itas, inovasi 

dan transparansi informasi Badan Amil Zakat  terhadap  keputusan muzaki menunaikan 
Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah digunakan PLS (Partial Least Square) atau SPSS. 

4.4.1 Transformasi Data 
Berhubung data yang diperoleh dari penelitian adalah data berskala ordinal 

(misalnya linkert’s) sehingga tidak langsung dapat dianalisis dengan mengunakan statistik 
parametrik, sehingga data ordinal tersebut harus ditransformasi terlebih dahulu dengan 
menggunakan metode successive interval (MSI), (Suliyanto, 2005 : 25).  

Adapapun MSI tersebut  dijabarkan berikut ini  (Suliyanto, 2005 ; 25-28) : 
1.  Membuat frekuensi dari tiap butir jawaban masing-masing kategori. 
2.  Membuat proporsi dengan cara membagi frekuensi dari setiap butir jawaban dengan 

seluruh responden. 
3.  Membuat proporsi kumulatif. 
4.  Menentukan nilai Z untuk setiap butir jawaban berdasarkan nilai frekuensi kumulatif 

yang telah diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.  Diasumsikan bahwa kumulatif (PK) menyebar dengan mengikuti sebaran normal baku 

(Z). 
b.  Jika nilai proporsi kumulatif (PK) lebih dari 0,5 maka digunakan nilai PK = 1-PK. 

5.  Menghitung nilai skala (scale value) dengan rumus : 
     SV =  Density at lower limit – Density at upper limit 
               Area under upper limit-Area under lower limit 
6.  Mentransformasikan nilai skala (scale value) menjadi skala interval dengan menambah 

nilai skala (scale value) yang nilainya terkecil/negatif terbesar) diubah menjadi sama 
dengan 1 (-1 )yang terbesar. 
 

4.4.2. Pengujian Data 
Keabsahan suatu penelitian sangat ditentukan pula oleh alat ukur yang digunakan, 

apabila alat ukur yang digunakan tidak valid dan konsisten maka hasil penelitian yang 
diperoleh tidak akan menggambarkan keadaan sesungguhnya. Oleh karena itu perlu 
dilakukan uji validitas (uji kesahihan) dan uji reliabilitas (uji konsistensi), yang bertujuan 
untuk menguji kualitas dari instrumen penelitian yang digunakan.  

4.4.2.1 Pengujian Validitas  

 Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang 
kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukan 
sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, dengan menggunakan  
3 (tiga) pendekatan yaitu : content validity, criterion related validity, dan construct validity 
(Sugiyono, 2007 : 352).  

 Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing 
pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (product 
moment) sebagai berikut : 
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Keterangan :  
r =  koefosien korelasi 
X =  variabel independen   
Y =  variabel dependen 
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n =  jumlah responden 
Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh r hitung > r tabel maka data tersebut adalah 

signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam analisis statistik.  Setelah dapat 
ditentukan bahwa pernyataan/pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka 
dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 

4.4.2.2 Pengujian Reliabilitas  

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah uji alpha cronbach yang dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
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            ......... (Hair et.al : 1998)     

Keterangan : 

α              = koefisien reliabilitas alpha 

 k             = banyak butir pertanyaan dan butir soal 

                  = jumlah variasi butir 

t

2              = variasi total 

Koefisien reliabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang besarnya 
mendekati satu Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis berdasarkan alpha 
cronbach, yaitu jika nilai koefisien   0.70 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan 
dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al : 1998).  

 
4.4.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini 
adalah analisis deskriptif yang menggunakan jumlah skor untuk merepresentasikan jawaban 
responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan analisis asosiatif 
yang menggunakan analisis koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan 
antar variabel yang diteliti, kemudian digunakan pula analisis koefisien determinasi untuk 
mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

a. Analisis Deskriptif 

b. Analisis Asosiatif 

1. Analisis Koefisien Korelasi 

koefisien korelasi dirumuskan sebagai berikut : 

                



2222 )()(

))((

YYnXXn

YXXYn
r    ......... (Conover :1980:253)                                           

Keterangan :  
r =  koefosien korelasi 
X =  variabel independen   
Y =  variabel dependen 


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n =  jumlah responden 
Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien yang didapat dari hasil 

perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut: 
Tabel  4.4 

       Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

              Sumber : (Sugiyono, 2004 : 183) 

2. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi (r2). 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh SAKIP terhadap penerapan 
good governance yang dirumuskan sebagai berikut :  

Kd = r2 x 100   Sudjana (2002 : 246) 
Keterangan : 
Kd = Koefisien determinasi 
r2 = Koefisien Korelasi dikuadratkan 

 
 

BAB IV  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

4.1 Pengolahan dan Analisis Data dengan Pendekatan Partial Least Square (PLS) 
 

4.1.1 Model PLS dan Modifikasi Model 
PLS merupakan pendekatan alternative yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis 

covariance menjadi berbasis varian (Ghozali, 2006). SEM yang berbasis kovarian umumnya 
menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. Dalam 
permodelan dengan tujuan prediksi memiliki konsekuensi bahwa pengujian dapat dilakukan 
tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi dan parameter ketepatan model 
prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi (Jogiyanto dan Willy, 2009). Pengujian 
model struktural dalam PLS dilakukan dengan software SmartPLS ver2 for windows.  

Langkah awal dalam permodelan PLS adalah spesifikasi model pada penelitian yang 
akan dilakukan. Spesifikasi model dapat dilakukan dengan merancang inner model atau 
outer model. Inner model adalah model structural yang menghubungkan antar variabel laten 
pada substantive teori yakni variabel X (eksogen) terhadap variabel Y (endogen). Variabel 
eksogen (X) dalam penelitian ini terdiri dari: komitmen Baznas Kota Tasikmalaya, 
kapabilitas Baznas Kota Tasikmalaya, Inovasi Baznas Kota Tasikmalaya, dan transparansi 
informasi Baznas Kota Tasikmalaya. Variabel endogen (Y) dalam penelitian ini adalah 
keputusan muzakki. Diagram jalus hasil pengolahan data dengan bantuan software Smart-
PLS (Partial Least Square) dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4. 1: Konstruksi Diagram Jalur Hasil Permodelan PLS 

Dari hasil analisa permodelan PLS terhadap keputusan Muzakki pada penelitian ini 
terdapat indikator yang tidak memenuhi rule of thumb dari convergent validity yang dimana 
memiliki nilai loading factor dibawah 0,5 yakni pada variabel eksogen X1 (X11, X12, X13), 
pada variabel X3 (X31, X32, X36, X7), pada variabel X4 (X41, X42, X44, X47, X49), dan 
pada variabel endogen Y (Y12). Sehingga dilakukan eliminasi terhadap indikator tersebut 
dan dilakukan modifikasi model. Hasil dari modifikasi model analisa PLS dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini.  

 
 

Gambar 4.2: Konstruksi Diagram Jalur setelah Modifikasi Model Pertama 
 
Dari hasil analisa permodelan PLS terhadap keputusan Muzakki pada modifikasi 

pertama ini masih terdapat satu indikator yang tidak memenuhi rule of thumb dari 
convergent validity yang dimana memiliki nilai loading factor dibawah 0,5 yakni pada 
indikator X25. Sehingga dilakukan eliminasi terhadap indikator tersebut dan dilakukan 
modifikasi model kedua. Hasil dari modifikasi model analisa PLS dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini.  
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Gambar 4.3: Konstruksi Diagram Jalur setelah Modifikasi Model Kedua 

 

4.2. Pembahasan 
4.2.1 Evaluasi Goodness Of Fit Model Pengukuran (Outer Model) 
 Evaluasi Goodness of Fit pada outer model dengan indikator reflektif dievaluasi 
dengan convergent validity, discriminant valitidy dan composite reliability dengan hasil 
sebagai berikut: 
1. Convergent Validity 

Convergent validity di dalam PLS dengan indikator reflektif dapat dilihat berdasarkan nilai 
loading faktor (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk). Hasil output 
convergent validity dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 4 -1 
 Hasil Pengujian Convergent Validity 

Variabel Indikator Loading Faktor (>0.5) Keterangan 

X1 
X14 0.748 Valid 

X15 0.869 Valid 

X2 

X21 0.812 Valid 

X22 0.879 Valid 

X23 0.648 Valid 

X24 0.677 Valid 

X3 
X34 0.848 Valid 

X35 0.893 Valid 

X4 

X43 0.619 Valid 

X45 0.61 Valid 

X46 0.721 Valid 

X48 0.858 Valid 

Y 
Y11 0.51 Valid 

Y13 0.846 Valid 

Y14 0.81 Valid 
 

2. Discriminant Validity 

Discriminant  validity dalam model pengukuran reflektif indikator dinilai 
berdasarkan nilai dari AVE (Average Variance Extracted) > 0,5. Hasil output dari 
discriminant  validity dapat dilihat pada tabel 2.  
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3. Composite Reliability 

Composite Reliability merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang dimana 
menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan 
pengukuran. Composite reliability yang baik apabila memiliki nilai lebih dari 0,7. 
Hasil dari composite reliability dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 4 - 2  
Hasil Uji Diskriminan Validity  

Variabel AVE (>0,5) Composite Reliability (>0,7) 
Komitmen Baznas  Tasikmalaya X1 0.6575 0.7924 
Kapabilitas Baznas  Tasikmalaya X2 0.5779 0.8436 
Inovasi Baznas  Tasikmalaya X3 0.7588 0.8628 
Transparansi Informasi Baznas  
Tasikmalaya X4 0.5027 0.7985 
Keputusan Muzakki Y 0.5435 0.7739 

 
4.2.2 Evaluasi Goodness Of Fit Model Struktural (Inner Model) 
 Evaluasi Goodness of Fit pada inner model diukur dengan menggunakan R-Square 
variabel laten dependen dan menggunakan Q-square predictive relevance untuk model 
struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model Q-Square 
harus > 0 dimana menunjukkan model memiliki predictive relevance yang baik.  
 Nilai R-Square dari hasil analisis dengan menggunakan software Smart-PLS 
diperoleh sebesar 0,1294. Hal ini berarti model dari penelitian keputusan muzakki hanya 
dapat dijelaskan sebesar 12,94% oleh variabel komitmen Baznas Kota Tasikmalaya, 
kapabilitas Baznas Kota Tasikmalaya, inovasi Baznas Kota Tasikmalaya, dan transparansi 
informasi Baznas Kota Tasikmalaya. Sedangkan sisanya 87,06% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar yang diteliti. Selanjutnya perolehan R2 dimasukkan ke dalam persamaan Q2 

berikut: 
Q2  = 1 – (1 – (R2 )2 ) 
Q2  = 1 – (1 – (0,1294)2 ) = 0,0167 
Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai Q-Square dapat dilihat bahwa nilai Q-Square 
sebesar 0,0167. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen Baznas Kota Tasikmalaya, 
kapabilitas Baznas Kota Tasikmalaya, inovasi Baznas Kota Tasikmalaya, dan transparansi 
informasi Baznas Kota Tasikmalaya memiliki tingkat prediksi yang kurang baik terhadap 
keputusan muzakki. Ini menunjukkan bahwa Baznas Kota Tasikmalaya kurang mendapatkan 
kepercayaan dari muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas  Tasikmalaya sehingga 
untuk menumbuhkan kepercayaan perlu adanya tata kelola keuangan yang baik yang dapat 
dipercaya oleh masyarakat/muzakki. 
 
4.2.3 Pengujian Hipotesis 
 Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel eksogen (X) 
terhadap variabel endogen (Y) dengan melihat nilai t-values pada masing-masing path. Nilai 
t-hitung diperoleh dari hasil bootstrapping dengan Software Smart-PLS. pengujian dengan 
bootstrap juga bertujuan utnuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. 
nilai koefisien inner weight dari model struktural dikatakan signifikan dengan syarat nilai t-
hitung > dari t-tabel yakni sebesar 1,96 dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil pengujian 
hipotesis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4-3 
Hasil Uji Hipotesis 

Variabel bebas 
Variabel 
terikat 

Koefisien 
Inner 

Weight 
t-

hitung keterangan 

Komitmen Baznas  Tasikmalaya X1 
Keputusan 
Muzakki Y 0.0751 0.6678 H1 Ditolak 

Kapabilitas Baznas  Tasikmalaya X2 
Keputusan 
Muzakki Y 0.3225 1.9899 H1 Diterima 

Inovasi Baznas  Tasikmalaya X3 
Keputusan 
Muzakki Y -0.2312 1.518 H1 Ditolak 

Transparansi Informasi Baznas  
Tasikmalaya X4 

Keputusan 
Muzakki Y 0.1472 0.7304 H1 Ditolak 

 
4.2.3.1. H1. Komitmen (X1) berpengaruh terhadap keputusan muzakki (Y) 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh antara komitmen Baznas Kota 
Tasikmalaya dengan keputusan Muzakki diperoleh nilai koefisien sebesar 0,075 dengan nilai 
t-hitung sebesar 0,6678 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
komitmen Baznas Kota Tasikmalaya dengan keputusan muzakki karena perolehan t-hitung 
lebih kecil dari t-tabel, oleh karenanya hipotesis (H1) ditolak dan (H0) diterima. Ini 
menunjukkan bahwa Baznas Kota Tasikmalaya perlu adanya komitmen yang tinggi yang 
dapat diketahui oleh masyarakat/ muzakki atas pengelolaan Baznas Kota Tasikmalaya, 
sehingga muzakki akan merasa yakin bahwa zakat yang dititipkan di Baznas Kota 
Tasikmalaya tersalurkan dengan benar dan akibatnya akan memutuskan penyaluran zakatnya 
melalui Baznas Kota Tasikmalaya. 
 Model yang diterapakan dalam pengelolaan zakat Baznas Kota Tasikmalaya agar 
merasa yakin atas komitmen Baznas Kota Tasikmalaya atas pengelolaan yang dilakukan 
adalah dengan model Budaya Kerja Organisasi Baznas Kota Tasikmalaya, adapun bentuk 
yang dilakukan adalah:  
 

1. Meberikan Konsulatasi Perhitungan Zakat 
2. Memberikan Pelayanan yang Memuaskan kepada Muzakki mislanya Penjemputan 

Zakat kepada muzakki, dalam arti Baznas Kota Tasikmalaya tidak bersifat pasif 
akan tetapi aktif melakukan penjemputan penerimaan zakat. 

3. Memberikan Pelayanan yang memuaskan kepada Mustahik misalnya Baznas Kota 
Tasikmalaya tidak aktif saja menerima akan tetapi aktif menyalurkan pada 
mustahik/daerah yang benar-benar menjadi hak atas zakat. 

4.2.3.2. H1. Kapabilitas (X2) berpengaruh terhadap keputusan muzakki 
 Hasil uji hipotesis antara kapabilitas Baznas Kota Tasikmalaya dengan keputusan 
Muzakki diperoleh nilai koefisien sebesar 0,3325 dengan nilai t-hitung sebesar 1,9899 yang 
berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kapabilitas Baznas Kota 
Tasikmalaya dengan keputusan muzakki karena perolehan t-hitung lebih besar dari t-tabel, 
oleh karenanya hipotesis (H0) ditolak dan (H1) diterima. Ini menunjukkan bahwa Baznas 
Kota Tasikmalaya masih di yakini oleh masyarakat/muzakki bahwa pengelola yang ada di 
Baznas Kota Tasikmalaya dikelola oleh pengelola yang mempunyai kapabilitas, sehingga 
muzakki menyalurkan zakatnya ke Baznas Kota Tasikmalaya. Namun demikian tidak hanya 
begitu saja akan tetapi tetap pengelola harus lebih meyakinkan lagi kepada muzakki bahwa 
pengelola zakat benar-benar dikelola oleh pengelola yang mempunyai kapabilitas yang 
sesuai dengan kemampuannya. 
 
 4.2.3.3. H1. Inovasi (X3) berpengaruh terhadap keputusan muzakki 
 Hasil uji hipotesis antara inovasi Baznas Kota Tasikmalaya dengan keputusan 
Muzakki diperoleh nilai koefisien sebesar -0,2312 dengan nilai t-hitung sebesar 1,518 yang 
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berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inovasi Baznas Kota 
Tasikmalaya dengan keputusan muzakki karena perolehan t-hitung lebih kecil dari t-tabel, 
oleh karenanya hipotesis (H1) ditolak dan (H0) diterima. Ini menunjukkan bahwa perlu 
adanya inovasi baru dan Baznas Kota Tasikmalaya untuk bisa meyakinkan kepada muzakki 
bahwa zakat yang diterima oleh Baznas Kota Tasikmalaya tidak disalurkan untuk keperluan 
yang bersifat konsumtif saja akan tetapi disalurkan ke sektor produtif, sehingga diharapkan 
yang tadinya mustahiq menjadi muzakki. 
  

4.2.3.4. H1. Tranparansi (X4) berpengaruh terhadap keputusan muzakki 

 Hasil uji hipotesis antara transparansi informasi Baznas Kota Tasikmalaya dengan 
keputusan Muzakki diperoleh nilai koefisien sebesar 0,1472 dengan nilai t-hitung sebesar 
0,7304 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi 
informasi Baznas Kota Tasikmalaya dengan keputusan muzakki karena perolehan t-hitung 
lebih kecil dari t-tabel, oleh karenanya hipotesis (H1) ditolak dan (H0) diterima. Ini 
menunjukkan bahwa Baznas Kota Tasikmalaya perlu adanya tranparansi yang lebih 
ditingkatkan lagi yang menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq secara 
terbuka. Zakat benar-benar disalurkan kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan. 
Dengan demikian perlu adanya keterbukaan atas penyaluran zakat kepada mustahiq melalui 
laporan yang secara rutin dan terbuka.  
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan terhadap muzakki sebanyak 88 
responden yang terdapat pada data yang ada di Baznas Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan 
bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan muzakki adalah kapabilitas 
Baznas Kota Tasikmalaya. Variabel kapabilitas Baznas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan muzakki, artinya masyarakat/muzakki menyalurkan zakatnya melalui 
baznas hanya mengandalkan kapabilitas atau hanya menunjukkan kepercayaan bahwa 
pengelola zakat di baznas benar dikelola oleh orang yang profesional. Akan tetapi 
masyarakat/muzakki kurang yakin bahwa pengelola benar-banar mempunyai komitmen yang 
tinggi, melakukan inovasi dan transparan dalam informasi. Sehingga masyarakat/muzakki 
kurang percaya kepada baznas untuk menitipkan zakatnya untuk disalurkan kepada 
masyarakat. 
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